BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang :

a.

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian
daerah, meningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
serta meningkatan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan
modal Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal
daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta;

bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penyertaan modal yang diatur dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan
komposisi modal dasar Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar
49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta;



Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank
Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri
D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2007 Seri D Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

(1)

(2)

(3)

Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik
berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-
surat berharga, fasilitas/goodwill dan hak-hak lainnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana
dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang
yang dapat dinilai dengan uang, yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia
dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Badan Usaha Milik
Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum
Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah.

Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari
sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam
peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur
permodalan PT. Bank BPD DIY dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.

Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank BPD DIY bertujuan untuk :
a. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;

b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan

c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi
perusahaan yang transparan dan akuntabel.



